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ABSTRAK 
TINJAUAN HUKUM TERHADAP AKTA NOTARIS YANG DAPAT DIJADIKAN JAMINAN EKSEKUSI JIKA TERJADI WANPRESTASI
(Studi Kasus Nomor: 22/Pdt.G.S/2020/PN Mdn)
CINDY AULIA

NPM: 175114066
Pada penulisan skripsi ini penulis membahas masalah tentang wanprestasi suatu perjanjian Hutang Piutang yang sepakati oleh kedua belah pihak yang dibuat dihadapan Notaris dengan keinginan kedua belah pihak.Jenis penelitian pada penulisan skripsi ini adalah normatif. Sifat penelitian skripsi ini adalah bersifat penelitian dekriptif analitis, yaitu penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel.Lokasi penelitian adalah di Pengadilan Negeri Medan yang sekaligus lokasi untuk memperoleh Putusan Nomor: 22/Pdt.G.S/2020/PN Mdn. Teknik Pengumpulan data secara primer, sekunder dan tersier.
Dalam hal debitur tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya dan ada unsur kelalaian dan salah, maka ada akibat hukum yang atas tuntutan dari kreditur bisa menimpa debitur, sebagaimana diatur dalam Pasal 1236 KUHPerdata dan Pasal 1243 KUHPerdata, juga diatur pada Pasal 1237 KUHPerdata.
Wanprestasi adalah suatu keadaan atau peristiwa dimana prestasi atau kewajiban tidak dilakukan sama sekali atau dilakukan tetapi tidak tepat pada waktu yang telah diperjanjikan dan atau tidak selayaknya. Menurut Pasal 1247 KUHPerdata bila wanprestasi terjadi, maka yang melakukannya berkewajiban membayar ganti rugi berupa biaya, rugi dan bunga kepada pihak yang dirugikan.Untuk adanya kewajiban membayar ganti kerugian, harus didahului dengan suatu penagihan oleh pihak yang berhak. Salah satu bukti yang dapat digunakan adalah akta pengakuan hutang. Dalam akta pengakuan hutang mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap suatu perjanjian.Dalam suatu perjanjian terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak yang saling mengikatkan diri untuk melakukan suatu perbuatan hukum.
Tindakan para Tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya menjalankan Pembayaran uang tersebut sudah cukup terkualifikasi sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi). Para pihak terutama kreditur tidak jarang meminta agar hutang piutang yang terjadi dibuat dengan akta pengakuan hutang oleh seorang Notaris dengan maksud jika dikemudian hari terjadi wanprestasi, dapat dimintakan grosse-nya, karena grosse akta adalah merupakan salinan dari suatu akta yang dibuat secara Notariil. Akta pengakuan hutang merupakan perjanjian sepihak, di dalamnya hanya dapat memuat suatu kewajiban untuk membayar hutang sejumlah uang tertentu.
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ABSTRACT
LEGAL REVIEW OF NOTARY DEEDS THAT CAN BE GUARANTEED FOR EXECUTION IN THE EVENT OF Default

(Case Study Number: 22/Pdt.G.S/2020/PN Mdn)
CINDY AULIA

NPM: 175114066
In writing this thesis, the writer discusses the problem of default of an agreement on accounts payable which was agreed by both parties which was made before a notary with the wishes of both parties. This type of research in writing this thesis is normative. The nature of this thesis research is analytical descriptive research, namely research consisting of one variable or more than one variable. The research location is at the Medan District Court which is also the location for obtaining Decision Number 22 / Pdt.G.S / 2020 / PN Mdn. Primary, secondary and tertiary data collection techniques.

In the event that a debtor does not fulfill the obligations as it should be and there is an element of negligence and wrongdoing, then there is a legal consequence that claims from the creditor can befall the debtor, as regulated in Article 1236 of the Civil Code and Article 1243 of the Civil Code, also regulated in Article 1237 of the Civil Code.

Default is a situation or event where an achievement or obligation is not carried out at all or is carried out but not at the agreed time and / or it is not appropriate. According to Article 1247 of the Civil Code, if default occurs, the person doing so is obliged to pay compensation in the form of fees, losses and interest to the injured party. For an obligation to pay compensation, it must be preceded by a collection by the entitled party. One of the evidences that can be used is the debt acknowledgment deed. In the deed, the debt acknowledgment has permanent legal force against an agreement. In an agreement, there is an agreement between the two parties who mutually bind themselves to carry out a legal act.

The actions of the Defendants who did not fulfill their obligation to carry out the payment of money were sufficiently qualified as an act of broken promise (default). The parties, especially creditors, often ask that the resulting debt be made with a notary acknowledgment of debt with the intention that if in the future there is default, a grosse can be requested, because the grosse deed is a notary copy of a deed. The debt acknowledgment deed is a one-sided agreement, in which it can only contain an obligation to pay a certain amount of money in debt.
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